
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287); 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan 
Daerah Istimewa Yogyakarta ; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota 
Semarang Nomor 30A Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah Kota 
Semarang. 

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 
ayat (3) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 
2011 ten tang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan perlu 
melakukan perubahan terhadap Peraturan W alikota 
Semarang Nomor 30A Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah Kota 
Semarang; 

Menimbang 

WALIKOTA SEMARANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 30A 

TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN 
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KOTA SEMARANG 

TENTANG 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

NOMOR: 22 A TAHUN 2012 

WALIKOTA SEMARANG 

WALIKOTA SEMARANG 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menerti Dalam 
Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 65 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten 
Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara 
dan kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah 
Propinsi Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 89) ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3079) ; 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

ten tang 
Republik 

Lembaran 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4356); 

3. 
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b. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggungjawab Pengelolaan 
keuangan Daerah; 

a. Pejabat dan pengawai pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset 
Daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing sebagai aparat 
pelaksana pemungutan Pajak; 

(2) Insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara 
proporsional diberikan kepada : 

(1) Dalam rangka melaksanakan pemungutan Pajak Daerah diberikan Insentif 
pemungutan Pajak kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak. 

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 30A 
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang 
Tahun 2010 Nomor 30A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Walikota Semarang Nomor 3A Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Walikota Semarang Nomor 30A Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemberian 
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Semarang (Berita 
Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3A), diubah sehingga Pasal 2 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasall 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 30A TAHUN 2010 
TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN 
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KOTA SEMARANG. 

MEMUTUSKAN 

14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30A Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah Kota Semarang (Berita Daerah 
Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 30A), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 
3A Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota 
Semarang Nomor 30A Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang 
Tahun 2012 Nomor 3A). 

13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran 
Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 60); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 
tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Kepala Daerah ; 

. ' 
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BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR ... 22 .. A .... 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KOTA SEMARANG 

ADI T:!if!llNTO 
Asisten Administrasi Pemerintahan 

Diundangkan di Semarang 
padatanggal 2 Agustus 2012 

HENDRAR PRIHADI 

Pit. WALIKOTA SEMARANG 
WAKIL WALIKOTA 

Ditetapkan di semarang 
Pada tanggal 2 Agustus 2012 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

(3) Pemberian lnsentif kepada Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan dalam 
hal belum diberlakukan ketentuan remunerasi dilingkungan Pemerintah 
Kota Semarang. 

d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Kelurahan dan 
Kecamatan, Lurah dan Camat. 

c. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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